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[bookmark: _Toc226268207]BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
[bookmark: _Toc226268208]Penelitian Terdahulu
	Peneliti menemukan penelitian yang serupa dengan topik yang peneliti hendak teliti diantaranya yakni:
1. Penelitian oleh (Mayasari, 2020) menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasaan masyarakat. Teknik analisa menggunakan analisis regresi linier sederhana, uji t, dan koefisien determinasi. Hasil analisa bahwa kualitas pelayanan yang menyangkut aspek ketepatan waktu dalam pelayanan, akurasi dalam pelayanan, kesopanan dan keramahan pegawai, dan kenyamanan terbukti mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap kepuasaan masyarakat. Dengan besarnya nilai t- tabel (7,542 > 1,998) dan signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Besarnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasaan masyarakat pada pelayanan yang diberikan oleh Kantor Desa Paulan Kecamatan Colomandu Kabupaten Karanganyar adalah 47,5 % sedangkan sisanya tidak dibahas dalam penelitian. 
2. Penelitian oleh (Syamsiah S, Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik terhadap Kepuasaan Masyarakat di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, 2022) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 94 responden dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh dimensi kualitas pelayanan, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy, berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap kepuasan masyarakat. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,627 menandakan bahwa 62,7% variasi kepuasan masyarakat dapat dijelaskan oleh dimensi-dimensi kualitas pelayanan, sedangkan sisanya 37,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Dari kelima dimensi yang diteliti, dimensi Empati (empathy) ditemukan sebagai faktor yang paling dominan memengaruhi kepuasan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian, keramahan, dan kemampuan pegawai dalam memahami kebutuhan masyarakat menjadi aspek utama yang menentukan tingkat kepuasan publik. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam aspek empati dan responsivitas, merupakan kunci dalam membangun citra positif instansi pemerintah dan menciptakan kepuasan masyarakat secara berkelanjutan.
3. Penelitian oleh (Jannatul Ma'wa', 2022) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,256 lebih besar dari t tabel 1,660 dengan signifikansi 0,002 < 0,05. Artinya, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur desa, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan sampel sebanyak 100 responden dan analisis regresi linier sederhana menggunakan SPSS versi 25. Variabel yang digunakan yaitu kualitas pelayanan (X) dan kepuasan masyarakat (Y). Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memberikan kontribusi sebesar 22,4% terhadap kepuasan masyarakat, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa peningkatan mutu pelayanan publik yang mencakup dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy dapat secara signifikan meningkatkan kepuasan masyarakat di tingkat pemerintahan desa.
4. Penelitian oleh (Nirmala, 2022) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier sederhana dan melibatkan 85 responden sebagai sampel penelitian. Hasil analisis regresi menghasilkan persamaan Y = 11,248 + 0,498X + e, yang berarti setiap peningkatan kualitas pelayanan publik sebesar 1% akan meningkatkan kepuasan masyarakat sebesar 0,498%. Nilai t hitung sebesar 10,794 > t tabel dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, menunjukkan bahwa pengaruh tersebut bersifat signifikan. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,584 menandakan bahwa kualitas pelayanan publik berkontribusi sebesar 58,4% terhadap kepuasan masyarakat, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Penelitian ini menggunakan indikator kualitas pelayanan berdasarkan model SERVQUAL dari Parasuraman, Zeithaml, dan Berry, yang mencakup lima dimensi: Bukti fisik (tangible), Keandalan (reliability), Daya tanggap (responsiveness), Jaminan (assurance), dan Empati (empathy). Hasil deskriptif menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai kualitas pelayanan di Kantor Desa Bengkuang berada pada kategori sangat baik, terutama pada aspek tangibles dan responsiveness.
		Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin baik kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparat desa, semakin tinggi pula tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa. Temuan ini memperkuat teori Kotler dan Keller (2012) yang menyatakan bahwa kepuasan masyarakat muncul ketika pelayanan yang diterima sesuai atau melebihi harapan.
5. [bookmark: _Hlk227168982]Penelitian oleh (Kibtiah, 2024) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat di Kantor Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Hal ini dibuktikan melalui uji regresi linier sederhana dan uji t yang menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,666 (> 0,05) serta nilai t hitung sebesar 0,434 yang lebih kecil dari t tabel 1,997, sehingga hipotesis alternatif ditolak dan hipotesis nol terima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun kualitas pelayanan telah dinilai cukup baik, faktor tersebut belum mampu meningkatkan kepuasan masyarakat secara signifikan pada objek penelitian tersebut.
Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu
	No
	Nama
	Judul Penelitian
	Hasil
	Perbedaan

	1. 
	Mayasari 2020
	Analisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasaan masyarakat di Desa Paulan, Colomandu, Karanganyar.
	Hasil penelitian kesimpulan bahwa kualitas pelayanan yang menyangkut aspek ketepatan waktu dalam pelayanan, kesopanan dan keramahan pegawai serta kenyamanan terbukti mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasaan masyarakat.
	Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan yang sebelumnya adalah pada tempat akan dilakukannya penelitian di Kantor Desa Kambitin Raya Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.

	2. 
	(Syamsiah S, Muhammad Idris, Muh. Said (2022)
	
	Kualitas pelayanan signifikan (t hitung 3,256) dengan kontribusi 22.4%.
	Penelitisn ini dilakukan pada Lokasi berbeda (Desa Kambitin Raya) dengan kondisi pelayanan desa yang unik serta menggunakan analisis yang berbeda.

	3.
	Jannatul Ma’Wa, Musa & Wardhana (2022)
	
	Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan (t hitung 3,256) dengan kontribusi 22,4%.
	Penelitian ini menganalisis konteks pelayanan desa yang berbeda, sehingga tingkat kepuasan dan kualitas pelayanan bisa menunjukkan nilai efektivitas yang tidak sama. Persentase pengaruh dapat berbeda karena kultur masyarakat dan kualitas aparatur di Desa Kambitin Raya.

	4. 
	Isma Nirmala (2022)
	
	Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan, R2 = 0,584, persamaan regresi Y = 11,248 + 0,498X.
	Penelitian ini menguji variabel yang sama namun ohjek, karakteristik responden, dan capaian kinerja pelayanan berbeda. 

	5. 
	(Kibtiah, 2024)
	
	Tidak ada pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat.
	Lokasi dan objek penelitian.





A. [bookmark: _Toc226268209]Landasan Teori
[bookmark: _Toc226268210]Administrasi Publik
a. Pengertian Administrasi Publik
[bookmark: _Hlk227169049]		Secara etimologi administrasi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata, yaitu “ad” dan “ministrate” yang berarti “to save” yang dalam bahasa Indonesia berati melayani dan atau memenuhi. Menurut (Dimock & Dimock ) kata Administrasi itu berasal dari kata “ad” dan “minister” yang berarti juga “to serve”. Jadi dapat diartikan administrasi adalah suatu proses pelayanan atau pengaturan. 
		Selanjutnya (S.P. Siagian, 2004), menjelaskan bahwa administrasi secara keseluruhan adalah proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 
Konsep adminitrasi publik di Indonesia pada dasarnya bukanlah konsep yang baru, karena konsep administrasi publik tersebut sduah ada sejak dari dulu, hanya para pakar mengganti istilah administrasi publik menjadi administrasi negara. 
[bookmark: _Hlk226821870]Menurut (Chandler & Plano, 2004) mengartikan bahwa Administrasi Publik merupakan proses dimana sumber daya diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. (Chandler & Plano, 2004) menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur dan melaksanakan tugas yang ditentukan.
b. Peranan Administrasi Publik
[bookmark: _Hlk226821969]Peranan administrasi publik sangat penting karena bertindak sebagai jembatan penghubung antara pemerintahan dan masyarakat. Melalui administrasi publik inilah kebijakan dan layanan publik yang dirancang oleh pemerintah yang dapat di sampaikan dengan baik dan akan diterima masyarakat secara efektif. Selain itu, administrasi publik ini juga akan memastikan bahwa pemerintahan ini dapat merespon apa yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti tepat waktu dan sesuai konteks sosial serta ekonomi. Dengan adanya suatu hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, administrasi publik dapat mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan bahwa kebijakan yang telah diterapkan benar membawa manfaat bagi semua pihak pemerintah dan masyarakat.
[bookmark: _Hlk226822014]	Hal ini juga berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), yang mana suatu transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan menjadi sebuah prinsip dasar pemerintahan. (Rodiyah, 2021) administrasi publik bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang manfaatnya dapat langsung di rasakan oleh masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas hanya bisa tercapai ketika pemerintahan meningkatkan profesionalisme melalui penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya serta proses administrasi.
[bookmark: _Toc226268211]Kualitas Pelayanan Publik
a. Pengertian Pelayanan Publik
[bookmark: _Hlk226822076]		Menurut (Monir, 2003) mendefinisikan pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui tindakan atau aktivitas orang lain secara langsung. 
		Berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal satu (1) Tentang Pelayanan Publik memberikan definisi pelayanan publik sebagai berikut. “Pelayanan Publik adalah kegiataan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.
[bookmark: _Hlk227169146]		Banyak pakar organisasi dan manajemen memberikan batasan yang berbeda-beda tentang definisi Pelayanan Publik. Kata dasar “Pelayanan” menurut (Pasolong, Teori Administrasi Publik, 2019) didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan definisi lain Pelayanan publik menurut (Pasolong, Teori Administrasi Publik, 2019) adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.
		Sementara Sinambela dalam buku “Reformasi Pelayanan Publik” (2014) menyatakan bahwa publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan pendidikan dan lain-lain (Indonesia, Mengenal Pelayanan Publik, 2020).
Menurut keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 standar pelayanan publik sebagai berikut:
1. Prosedur pelayanan
2. Waktu penyelesaian
3. Biaya pelayanan
4. Produk pelayanan
5. Sarana dan prasarana
6. Kompetensi petugas pemberian pelayanan
b. Pengertian Kualitas Pelayanan Publik
[bookmark: _Hlk226822158]		Kualitas merupakan kata yang menyandang arti relatif karena bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau spesifikasinya. Menurut (Tjiptono F. , 2004) dalam buku (Pasalong, 2013) mendefinisikan kualitas adalah kesesuaian dengan persyaratan, kecocokan pemakaian, perbaikan atau penyempurnaan keberlanjutan, bebas dari kerusakan, pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat, melakukan segala sesuatu secara benar semnjak awal, sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan. 
[bookmark: _Hlk227169186]		Secara umum, kualitas pelayanan adalah tingkat kepuasaan yang dialami oleh penerima layanan terhadap interaksi maupun hasil dari layanan yang di berikan. Kualitas pelayanan tidak hanya mengukur kualitas keberhasilan layanan dalam mencapai hasil yang diharapkan, tetapi juga mencerminkan bagaimana proses pelayanan tersebut berlangsung. 
		Menurut Dewanti & Tjandra dalam buku (Teddy Chandra S. M., 2020) kualitas pelayanan adalah suatu kondisi sinamis yang berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses dan lingkungan yang mampu memenuhi dan melebihi harapan pelanggan.
		Menurut (Keller, 2016), berisi tentang kualitas pelayanan adalah upaya memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten dengan memberikan kepuasan kebih dari apa yang diharapkan. Kualitas inilah yang melibatkan seluruh aspek, termasuk hubungan interpersional, kecepatan, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen.
c. Prinsip- Prinsip Pelayanan Publik
[bookmark: _Hlk226822248]		Dalam keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman utama penyelenggaraan pelayanan publik, disebut bahwa prinsip-prinsip pelayanan publik meliputi:
1. Kesederhanaan
[bookmark: _Hlk227169218]	Prosedur Pelayanan publik harus memiliki alur yang tidak rumit, mudah dipahami, serta mudah diikuti oleh masyarakat.
2. Kejelasan Persyaratan Teknis dan Administratif
[bookmark: _Hlk227169239]	Setiap pelayanan publik harus menyajikan informasi yang jelas mengenai syarat teknis maupun administratif, pejabat atau unit kerja yang berwenang, prosedur penyelesaian keluhan atau sengketa, serta rincian biaya dan mekanisme pembayarannya.
3. Kepastian Waktu
[bookmark: _Hlk227169269]	Pelayanan publik wajib diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dan diinformasikan sebelumnya.
4. Akurasi Produk Pelayanan Publik 
[bookmark: _Hlk227169283]	Produk atau hasil pelayanan publik harus diterima masyarakat dalam keadaan benar, tepat, dan sah.



5. Kelengkapan Sarana dan Prasarana 
[bookmark: _Hlk227169308]	Peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
6. Keamanan
[bookmark: _Hlk227169326]	Pelayanan publik harus menjamin rasa aman bagi masyarakat serta memberikan kepastian hukum terhadap proses maupun hasil pelayanannya.
7. Tanggung Jawab
[bookmark: _Hlk227169342]	Pimpinan atau pejabat yang ditunjuk wajib bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan serta penyelesaian keluhan atau permasalahan yang timbul selama proses pelayanan.
8. Kemudahan Akses Untuk Tempat
[bookmark: _Hlk227169353]	Lokasi dan fasilitas pelayanan harus mudah dijangkau oleh masyarakat serta dapat didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
9. Kedisiplinan 
[bookmark: _Hlk227169373]	Petugas pelayanan diharapkan menunjukkan sikap disiplin, sopan, santun, ramah, dan melayani masyarakat dengan tulus.
10. Kenyamanan 
[bookmark: _Hlk227169396]	Lingkungan pelayanan harus tertata dengan baik, menyediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, indah, serta dilengkapi fasilitas pendukung seperti area parkir, toilet, tempat ibadah, dan lainnya.
	Untuk prinsip pelayanan tersebut merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah dan fungsi sebagai indikator dalam penilaian serta evaluasi kerja begai penyelenggara pelayanan publik. Dengan adanya prinsip pelayanan publik ini dapat membuat masyarakat mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
d. Jenis- janis Pelayanan Publik
[bookmark: _Hlk226822414]	Menurut Keputusan Menteri PAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, bentuk pelayanan publik dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:
1. Pelayanan Administratif
[bookmark: _Hlk227169424]	Pelayanan yang menghasilkan dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat, misalnya: KTP, KK, akta kelahiran, SIM, sertifikat, izin usaha, izin mendirikan bangunan, dan lain-lain.
2. Pelayanan Barang
[bookmark: _Hlk227169434]Pelayanan yang menghasilkan barang publik yang dikelola pemerintah, seperti: listrik, air bersih, jaringan telepon, dan lain-lain.
3. Pelayanan Jasa
[bookmark: _Hlk227169453]		Pelayanan yang memberikan jasa atau layanan langsung kepada masyarakat, seperti: pendidikan, kesehatan, transportasi, pos, perbankan pemerintah, dan lain-lain.


e. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Pelayanan
[bookmark: _Hlk226822549]		Faktor- faktor untuk meningkatkan suatu kualitas pelayanan menurut Wolkins dalam buku (Tjiptono, 2014) yaitu:
1) Mengidentifikasi faktor kualitas utama
2) Mengelola harapan pelanggan 
3) Mengelola bukti pelayanan
4) Mengembangkan budaya kualitas
f. Standar Pelayanan Publik
[bookmark: _Hlk226824181]		Standar pelayanan publik merupakan ukuran baku yang dijadikan pedoman bagi penyelenggara layanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Standar ini berfungsi sebagai bentuk kepastian, kejelasan, serta komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009, standar pelayanan publik terdiri atas beberapa unsur yang wajib dipenuhi oleh setiap instansi penyelenggara layanan.
1. Dasar Hukum
Dasar Hukum adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan layanan publik.
2. Persyaratan
		Persyaratan adalah kriteria atau kelengkapan yang harus dipenuhi oleh penerima layanan agar dapat memperoleh pelayanan.

3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
		Sistem, Mekanisme, dan Prosedur merupakan susunan kegiataan langkah pelaksanaan, alur, dan tatacara yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan. 
4. Jangka waktu penyelesaian
		Jangka waktu penyelesaian adalah waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan pelayanan sejak permohonan diajukan hingga hasilnya diterima oleh penerima layanan.
5. Biaya/ Tarif
			Biaya adalah jumlah uang atau tarif yang dibebankan kepada penerima layanan untuk memperoleh layanan, bila diatur dalam perundang-undangan.
6. Produk Pelayanan 
			Produk Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan berupa barang, jasa, atau layanan administratif.
7. Sarana dan Prasarana
			Fasilitas yang digunakan untuk mendukung kelancaran pelayanan. Penjelasan: meliputi gedung, ruang tunggu, meja pelayanan, komputer, kursi, WC, hingga fasilitas khusus bagi difabel.
8. Kompetensi Pelaksana
			Kecakapan, keahlian, kualifikasi, dan kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana pelayanan agar layanan dapat dilaksanakan dengan baik.
9. Pengawasan Internal
			Proses dan mekanisme pengendalian atau pengawasan yang dilakukan dalam lingkungan penyelenggara layanan untuk menjamin bahwa pelayanan berjalan sesuai standar.
10. Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan
			Sistem dan mekanisme yang tersedia bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, saran atau masukan terkait pelayanan, serta bagaimana penanganannya oleh penyelenggara.
11. Jumlah Pelaksana
			Jumlah petugas pelayanan yang disesuaikan dengan volume pekerjaan. Penjelasan: kekurangan petugas dapat menyebabkan antrean panjang, sehingga perlu perhitungan kebutuhan SDM.
12. Jaminan Pelayanan
			Bentuk kepastian bahwa pelayanan akan diberikan sesuai standar. Penjelasan: jaminan ini meliputi kepastian waktu, biaya, serta kepastian bahwa petugas akan melayani dengan baik.
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
			Komitmen atau pengaturan untuk memberikan pelayanan dalam kondisi yang aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu- raguan, bagi penerima pelayanan.
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Evaluasi Kinerja Pelaksana adalah penilai berkala terhadap kinerja pelaksana layanan untuk mengetahui sejauh mana pelaksana telah melaksanakan tugas sesuai standar pelayanan, serta upaya perbaikan yang perlu dilakukan.
g. Dimensi Kualitas Pelayanan
[bookmark: _Hlk226824447]	Menurut Paraturaman, Zeithaml, Berry (1990) dalam buku (Teddy Chandra S. M., 2020), ada lima jenis dimensi kualitas pelayanan yaitu:
1. Bukti Fisik (Tangible)
[bookmark: _Hlk226824512]	Dimensi Bukti fisik (Tangible) menggambarkan bagaimana masyarakat menilai kualitas pelayanan melalui unsur fisik yang dapat dilihat secara langsung, seperti kebersihan dan kenyamanan fasilitas, ketersediaan peralatan yang modern, penampilan pegawai yang rapi, serta media informasi yang tertata dan mudah dipahami. Semakin baik bukti fisik yang disediakan, semakin besar keyakinan masyarakat bahwa instansi tersebut profesional dan mampu memberikan pelayanan berkualitas.
2. Keandalan (Reliability) 
[bookmark: _Hlk226824587]	Keandalan (Reliability) menjelaskan kemampuan instansi dalam memberikan pelayanan secara akurat, tepat waktu, dan konsisten sesuai standar atau janji yang telah ditetapkan. Pelayanan yang benar sejak awal, minim kesalahan, serta dilakukan secara stabil dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa instansi dapat dipercaya. Jika pelayanan sering berubah-ubah atau tidak sesuai ketentuan, masyarakat akan menilai kualitas pelayanan kurang baik.

3. Daya Tanggap (Responsiveness)
[bookmark: _Hlk226824678]	Daya Tanggap (Responsiveness) menggambarkan kesediaan dan kecepatan pegawai dalam membantu masyarakat ketika membutuhkan layanan atau menghadapi kendala. Petugas yang cepat merespon, mudah dihubungi, dan mampu menjelaskan prosedur dengan jelas memberi kesan bahwa instansi memiliki kepedulian dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat. 
4. Jaminan (Assurance)
[bookmark: _Hlk226824732]	Jaminan (Assurance) mencerminkan tingkat kepercayaan dan rasa aman yang dirasakan masyarakat selama menerima pelayanan. Hal ini terkait kompetensi pegawai, kesopanan, etika kerja, serta kejelasan prosedur dan kepastian hukum. Ketika pegawai terlihat profesional dan pelayanan terasa aman serta dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat akan merasa yakin bahwa pelayanan diberikan secara benar dan dapat dipercaya.
5. Empati (Empathy) 
[bookmark: _Hlk226824770]		Empati (Empathy) menggambarkan perhatian personal yang diberikan instansi kepada masyarakat, termasuk pelayanan yang ramah, tidak diskriminatif, mudah diakses, serta mampu memahami kebutuhan masing-masing pengguna layanan. Ketika masyarakat merasa dihargai dan diperhatikan, mereka akan menilai pelayanan lebih positif. Dimensi ini menekankan pentingnya sikap peduli dan komunikasi yang baik dari pegawai. 
[bookmark: _Toc226268212]Kepuasan Masyarakat
a. Pengertian Kepuasan Masyarakat 
[bookmark: _Hlk226825412]	Menurut Atmaja (2018) dalam jurnal penelitian (Azizah, 2023) mengatakan bahwa kepuasaan masyarakat merupakan perasaan senang atau kecewa seseorangan yang dihasilkan dari membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan produk atau layanan jasa yang sesuai dengan harapan.
	Kepuasaan masyarakat adalah pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari peraturan penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan anatara harapan dan kebutuhan (Kepmen PAN Nomor 16 Tahun 2014).
b. Faktor- Faktor Kepuasaan Masyarakat
[bookmark: _Hlk226825507]	Menurut (Fitzsimmons, 2003), terdapat lima tingkat atau level faktor yang memengaruhi tingkat kepuasaan masyarakat terhadap penyedia jasa maupun organisasi. Kelima tingkatan ini memberikan kerangka untuk memahami bagaimana masyarakat mengevaluasi kualitas pelayanan yang mereka terima, sebagai berikut :
1) Produk atau Jasa Inti
	Produk atau jasa inti merupakan esensi utama dari penawaran yang mencerminkan produk atau layanan utama yang disediakan oleh perusahaan kepada pelanggan.
2) Sistem dan Layanan Pendukung
Sistem dan Layanan pendukung mencakup berbagai layanan tambahan yang berfungsi untuk melengkapi serta meningkatkan nilai dari produk dan jasa inti.
3) Performa Teknis
	Performa teknis berfokus pada kemampuan perusahaan untuk menyediakan produk inti dan layanan pendukung secara tepat dan sesuai dengan yang telah dijanjikan. Penekanan utama adalah memastikan produk atau layanan yang ditawarkan memenuhi ekspetasi pelanggan.
4) [bookmark: _Hlk226825567]Elemen- elemen Interaksi dengan Pelanggan
	Elemen interaksi dengan pelanggan merujuk pada cara penyedia jasa berkomunikasi dan berinteraksi dengan pelanggan, baik melalui tatap muka langsung maupun melalui media berbasis teknologi.
5) Dimensi efektif pada tingkat kelima ini berfokus pada bagaimana perusahaan dapat menumbuhkan perasaan positif dalam diri pelanggan. Kelima tingkatan yang menjadi pemicu utama kepuasaan pelanggan tersebut adalah :
a) Perasaan dan Emosi yang Dikomunikasikan
b) Tiingkat Pelayanan Pribadi
c) Keputusan terhadap Standar
d) Sistem Pendukung Layanan
e) Produk atau Jasa Inti
c. Indeks Kepuasaan Masyarakat
	Pemerintahan sebagai penyedia layanan publik, memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), yaitu dengan menyusun indek kepuasaan masyarakat.
	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi yang menggambarkan tingkat kepuasaan masyarakat, diperoleh melalui pengukuran secara berkala. Pengukuran ini didasarkan pada pendapat masyarakat mengenai pelayanan yang diterima dari aparatur penyelenggara pelayanan publik, dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan mereka (PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017).
	Berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017, terdapat beberapa dimensi yang digunakan untuk menilai kinerja pegawai dalam pelayanan publik, yaitu :
1) Prosedur pelayanan mengacu pada kemudahan setiap tahap pelayanan yang disediakan untuk masyarakat, dengan menekankan pada kesederhanaan alur proses pelayanan.
2) Persyaratan pelayanan adalah aturan teknis dan administrasi yang wajib dipenuhi oleh masyarakat agar dapat menerima layanan sesuai dengan jenis pelayanan yang tersedia.
3) Kejelasan petugas pelayanan merujuk pada keberadaan dan kepastian mengenai petugas yang memberikan layanan, meliputi informasi tentang nama, jabatan, serta kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh petugas tersebut.
4) Kedisiplinan petugas pelayanan merujuk pada kesungguhan petugas dalam memberikan layanan, khususnya dalam hal konsistensi waktu kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5) Tenggung jawab petugas pelayanan merujuk pada kejelasan mengenai wewenang dan tanggung jawab petugas dalam pelaksanaan serta penyelesaian proses pelayanan.
6) Kesopanan/ etika petugas pelayanan merujuk pada sikap dan perilaku petugas dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan cara yang sopan, ramah, serta saling menghargai dan menghormati.
7) Kecepatan pelayanan merujuk pada kemampuan untu menyelesaikan layanan sesuai dengan target waktu yang telah sitetapkan oleh unit penyelenggara pelayanan.
8) Keadilan pelayanan mengacu pada pelaksanaan layanan yang dilakukan tanpa membedakan status masyarakat yang dilayani.
d. Indikator Kepuasan Masyarakat
[bookmark: _Hlk226825630][bookmark: _Hlk226825651]	Adapun indikator dalam survei ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasaan Masyrakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu :
1. Persyaratan adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan, baik dari sisi teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur adalah cara-cara yang dilakukan dalam memberikan layanan kepada penerima, termasuk prosedur pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian merujuk pada durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan.
4. Biaya/Tarif adalah biaya yang dikenakan kepada penerima layanan dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara, dengan besaran yang di tentukan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dengan besaran yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk dan Sepesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil dari pelayanan yang di berikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Produk ini merupakan hasil dari setiap jenis pelayanan yang telah ditentukan.
6. Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana, yang mencakup pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku pelaksana adalah sikap dan tindakan petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah prosedur dalam menangani pengaduan dan menindak lanjutinya.
9. Sarana dan Prasarana adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang mendukung jalannya suatu proses, usaha, atau proyek. Sarana merujuk pada benda yang dapat dipindahkan (seperti komputer atau mesin), sementara prasarana merujuk pada benda yang tidak dapat di pindahkan (seperti gedung).










[bookmark: _Toc226268213]Kerangka Konseptual
Hubungan antar variabel-variabel yang diteliti dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 2.1 Kerangka KonseptualKUALITAS PELAYANAN (X)
Parasuraman, Zeithaml, dan berry (1990)
1. Bukti Fisik (Tangible)
2. Kehandalan (Teliability)
3. Daya Tanggap (Responsiveness)
4. Jaminan (Assurance)
5. Empati (Empathy)






KEPUASAN MASYARAKAT (Y)
PERMENPAN No 14 Tahun 2017
1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
5. Produk dan spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Biaya/ Tarif
9. Sarana dan Prasarana










	










Sumber: diolah oleh peneliti Tahun 2025
	Dari kerangka konseptual di atas peneliti memasukan beberapa aspek yang akan peniliti cari pada penelitian nanti, di dalam judul Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat pada Kantor Desa Kambitin Raya Kecamatan Tanjung Kabutapen Tabalong, penelitian ini ingin mengetahui apakah ada pengaruh dan seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat apakah sudah selesai dengan indikator kualitas pelayanan menurut Zethaml, Parasuraman, Berry (1998) yang mencakup lima indikator tangibel, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty  dan menurut Permenpan No 14 Tahun 2017 unsur yang mencakup persyaratan, sistem, mekanisme, dan produser, waktu penyelesaian, biaya/ tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksanaan, waktu penyelesaian, biaya/ tarif, perilaku pelaksana, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, sarana dan prasarana.
[bookmark: _Toc226268214]Hipotesis
[bookmark: _Hlk226826860][bookmark: _Hlk226826913]	Menurut (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2019) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pnelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 
Ha	: Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasaan masyarakat pada Kantor Desa Kambitin Raya Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.
H0	:	Kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifiksn terhadap kepuasaan masyarakat pada Kantor Desa Kambitin Raya Kecamatan Tanjung.
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